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RINGKASAN 

Dede Farlan . R. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk 
Kapal Perikanan Di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 
Sukabumi Jawa Barat. Di bawah Bimbingan Ir. Sukandar, MP. 
 

Pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang tersimpan di 
wilayah perairan nusantara sampai saat ini perlu mendapat perhatian lebih 
mengingat besarnya potensi yang tersimpan dalam sumberdaya laut. Potensi 
sumberdaya yang besar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan 
termasuk daerah tropis, dimana tingkat kandungan plankton di perairan Indonesia 
yang tinggi, sehingga membuat perairan Indonesia sebagai tempat berkumpulnya 
Ikan. Salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan kegiatan 
industrialisasi perikanan, khususnya perikanan tangkap adalah Pelabuhan 
Perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu merupakan satu-
satunya pelabuhan tipe B di pantai selatan Jawa Barat dan menjadi basis terbesar 
dalam dunia perikanan tangkap di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) terletak di Kecamatan 
Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, secara geografis terletak dititik 
koordinat kordinat 060 97" – 070 03" LS,  1060 59" – 1060 62" BT. PPNP memiliki 
fasilitas yang cukup lengkap, dimana fasilitas tersebut bertujuan untuk 
mempermudah dan memperlancar kegiatan perikanan di Pelabuhan. Jumlah 
nelayan di PPN Palabuhanratu sebanyak 4.072 orang, yang mengoperasikan 
berbagai macam alat tangkap. Jumlah alat tangkap yang digunakan di PPN 
Palabuhanratu sendiri sebanyak 1.031 buah alat tangkap, dengan berbagai ukuran 
kapal perikanan yang digunakan mulai dari <10 GT sampai dengan >100 GT. 

Salah satu fungsi pelabuhan perikanan yang terus didorong dan 
ditingkatkan peranannya adalah pelaksanaan kesyahbandaran. Syahbandar 
merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang bertugas sebagai pengewas 
untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Kegiatan operasional 
sehari-hari Syahbandar di PPN Palabuhanratu adalah penerbitan Surat 
Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan, penerbitan dokumen kapal 
perikanan, dan penerbitan surat keluar masuk kapal di Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Palabuhanratu. Salah satu tugas Syahbandar adalah menerbitkan 
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal perikanan. SPB merupakan 
dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar untuk setiap kapal yang akan 
meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan pembuatan SPB. SPB 
merupakan dokumen yang wajib dibawa ketika kapal melakukan kegiatan 
penangkapan. Proses penerbitan SPB adalah pemohon membawa persyaratan 
seperti dokumen kapal (SIPI,SIUP,Pas Kecil, Sertifikat dll), STBLKK 
Keberangkatan sebelumnya, STBLKK kedatangan, bukti pembayaran kewajiban 
di pelabuhan, clearence dari instansi terkait dan SLO dari PSDKP ke kantor 
Syahbandar. Kemudian mengisi berbagai persyaratan lain seperti Permohonan 
Penerbitan SPB, STBLKK Keberangkatan, Surat Pernyataan Nakhoda dan Daftar 
Anak Buah Kapal sebelum SPB diterbitkan. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang tersimpan di 

wilayah perairan nusantara sampai saat ini perlu mendapat perhatian lebih, 

mengingat besarnya potensi yang tersimpan dalam sumber daya laut. Bila 

dibanding dengan luas wilayah lautan yang dimiliki Indonesia, maka usaha 

pemerintah dalam memanfaatkan potensi kelautan masih membutuhkan banyak 

peningkatan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu aspek penting 

dari sumber daya laut nusantara yang perlu digali dan dikembangkan. Potensi 

perikanan yang ada di perairan Indonesia diketahui melimpah, mengingat perairan 

Indonesia merupakan daerah tropis dengan kandungan plankton yang kaya, 

sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan. 

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap. Salah satu fungsi 

pelabuhan perikanan yang kini terus didorong dan ditingkatkan peranannya dalam 

mendukung kegiatan perikanan adalah pelaksanaan kesyahbandaran. 

Keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan sangat penting, karena 

syahbandar merupakan yang bertanggung jawab terhadap kapal-kapal perikanan 

yang berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan (Silaholo, 2013). 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhantaru merupakan satu-

satunya pelabuhan tipe B di pantai selatan Jawa Barat, dan menjadi basis 

perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Letak PPN 

Palabuhanratu sesuai fungsinya memiliki peran strategis karena berada pada 

posisi yang dekat dengan daerah penangkapan (fishing ground) perairan 

Samudera Hindia (Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP-RI 572 dan WPP-RI 

573) dan akses pemasaran baik domestik maupun ekspor (Lubis, 2012). 
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Syahbandar di pelabuhan perikanan memiliki tugas memeriksa teknis dan 

nautis kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan, selain 

memeriksa alat penangkapan ikan dan juga alat bantu untuk penangkapan ikan. 

Tugas lain syahbandar adalah mengeluarkan surat-surat untuk kegiatan 

pelayaran, salah satunya adalah surat persetujuan berlayar. Setiap kapal 

perikanan yang hendak melakukan kegiatan penangkapan harus memiliki surat 

persetujuan berlayar (SPB). Sebelum mengeluarkan surat persetujuan berlayar 

(SPB), syahbandar harus meneliti kelengkapan dokumen kapal dan lain-lain, dan 

jika tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan, maka surat ijin berlayar 

bisa dikeluarkan. Akan tetapi bila ada hal yang bertentangan atau adanya 

kekurangan kelengkapan maka surat izin berlayar tidak dapat diterbitkan, dan 

nakhoda atau perusahaan pelayaran harus melengkapi dokumen dan 

menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi (Aguw, 2013). 

Surat persetujuan berlayar sangat penting bagi setiap kapal yang akan 

melakukan pelayaran, baik kapal penangkapan ataupun kapal niaga. Dokumen ini 

sangat penting dan harus dibawa setiap kapal akan berlayar. Mempelajari surat 

persetujuan berlayar (SPB) adalah suatu hal yang penting mengingat bagaimana 

dokumen ini berpengaruh terhadap hukum dan keselamatan pelayaran. 

1.2 Tujuan Praktek Kerja Magang 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Praktek Kerja Magang (PKM) 

di Pelabuhan Perikanan Samudera Nusantara (PPN) Palabuhanratu adalah 

sebagai berikut : 

1) Untuk Mengetahui Kegiatan Operasional Syahbandar di PPN Palabuhanratu, 

Sukabumi, Jawa Barat. 

2) Untuk Mengetahui Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Untuk 

Kapal Perikanan di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. 
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1.3 Kegunaan 

Kegunaan dari Praktek Kerja Magang mengenai Pelayanan Penerbitan 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan di PPN Palabuhanratu, 

Sukabumi adalah sebagai berikut :  

1) Bagi Mahasiswa 

Kegiatan Praktik Kerja Magang (PKM) ini diharapkan dapat menambah 

wawasan keilmuan baru bagi mahasiswa dan merupakan sarana yang tepat untuk 

mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan 

2) Bagi Akademisi 

Memberikan informasi dan menambah referensi baru mengenai 

pentingnya dan bagaimana proses dan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan yang dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Magang 

Praktik Kerja Magang (PKM) dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 

sampai 26 Agustus 2015. 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Magang 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Magang (PKM) digunakan sebagai 

acuan waktu agar dalam proses pelaksanaannya diharapkan dapat terselesaikan  

secara tepat dan terstruktur. Pelaksanaan PKM dimulai dengan survei lokasi dan 

perizinan tempat PKM pada bulan April, kemudian pengajuan judul PKM dan 

penyusunan proposal dilakukan pada bulan Mei. Pelaksanaan Magang 

dilaksanakan di PPN Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat pada bulan Juli dan 

Agustus. Dan terakhir yaitu penyusunan laporan pada bulan September dan 

Oktober (Tabel 1). 
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Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Praktek kerja Magang 

 

No 

 

Kegiatan 

Bulan Ke- 

4 5 6 7 8 9 10 

1. Survei Lokasi         

2. Perizinan Tempat       

3. Pengajuan Judul       

4. Penyusunan proposal       

5. Pelaksanaan Magang       

6. Penyusunan Laporan       

Keterangan :             Pelaksanaan Kegiatan PKM 
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2. METODE PRAKTEK KERJA MAGANG 

2.1 Teknik Pengambilan Data 

Dalam melaksanan kegiatan Praktek Kerja Magang di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu dilakukan dua teknik pengambilan 

data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. 

2.1.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data 

ini dapat diperoleh secara langsung dengan 4 (empat) metode yaitu: Partisipasi 

aktif, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1) Partisipasi Aktif 

Dalam Praktek Kerja Magang (PKM) ini partisipasi aktif dapat 

dilakukan dengan mengikuti kegiatan Pelayanan Penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan di Syahbandar di PPN 

Palabuhanratu, Sukabumi. 

2) Observasi 

Observasi yang dilakukan selama Praktek Kerja Magang ini dengan 

mengamati langsung kinerja di PPN Palabuhanratu dalam melaksanakan 

kegiatan Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk 

Kapal Perikanan, kemudian mencatat data-data yang diperoleh dari hasil 

pelayanan penerbitan tersebut. 

3) Wawancara 

Adapun selama  Praktek Kerja Magang ini, pengumpulan data juga 

dilakukan dengan melakukan tanya jawab mengenai proses pelayanan 

penerbitan surat persetujuan berlayar untuk kapal perikanan dengan para 

petugas Syahbandar di PPN Palabuhanratu.  
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4) Dokumentasi 

Selanjutnya pada Praktek Kerja Magang ini pengumpulan data 

dilakukan dengan merekam kegiatan Pelayanan Penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar dalam bentuk tulisan, foto, maupun video saat 

melakukan kegiatan baik di lapang, maupun dikantor pelayanan terpadu 

(Port Office Affairs). 

2.1.2 Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder mengenai Pelayanan Penerbitan Surat 

Peretujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Palabuhanratu. Data yang diperoleh yaitu Pelayanan Penerbitan 

SPB, struktur organisasi, visi dan misi PPN Palabuhanratu, Fasilitas di PPNP, dan 

data yang lainnya yang dapat diperoleh dari buku dan jurnal ataupun dari buku-

buku di kantor PPN Palabuhanratu. Data sekunder juga meliputi keadaan umum 

PPN Palabuhanratu dan keadaan lokasi tempat praktek kerja magang. 
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3. KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG 

3.1. Keadaan Umum PPN Palabuhanratu  

Secara administratif wilayah Palabuhanratu meliputi dua kecamatan, yaitu 

Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Simpenan. Dalam unit kelurahan atau 

desa, cakupan wilayah Palabuhanratu meliputi 1 kelurahan dan 4 desa, yaitu 

Kelurahan Palabuhanratu, Desa Citepus, Desa Citarik, Desa Cidadap dan Desa 

Loji. 

PPN Palabuhanratu terletak di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten 

Sukabumi, Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merupakan wilayah 

yang sebagian daerahnya memiliki perbatasan : 

1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia  

2) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur 

4) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor  

Secara  Geografis  PPN  Palabuhanratu  terletak di 06° 97" – 07° 03" LS,  

106° 59" – 106° 62" BT. Potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia masih 

cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragaman sumberdaya hayatinya. 

Data terakhir menunjukkan  bahwa  potensi  lestari  sumberdaya  perikanan laut 

yang besarnya 6,4 juta ton/tahun, baru dimanfaatkan sekitar 59,53 %, yang berarti 

masih ada peluang pemanfaatan sumberdaya perikanan laut sebesar  40,47%. 

Dengan memperhatikan potensi perikanan, terutama di wilayah Selatan pulau 

Jawa (Samudera Indonesia) yang belum optimal dimanfaatkan,  maka peluang 

pengembangan perikanan di wilayah pantai Selatan Jawa Barat, khususnya 

Kabupaten Sukabumi masih terbuka luas. 

PPN Palabuhanratu pelabuhan perikanan yang cukup strategis dengan 

pertimbangan bahwa: (1) Lokasi ini menghadap Samudera Hindia yang 
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merupakan  daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang paling dekat 

dari Pelabuhanratu dan kondisi potensi ikan pelagis besar seperti tuna dan 

cakalang masih cukup potensial untuk dieksploitasi, (2) Lokasi ini sudah sejak 

lama menjadi tempat pendaratan kapal nelayan setempat dan merupakan 

perkampungan nelayan, (3) Dekat dengan daerah pemasaran kalau ditempuh 

melalui jalan darat hanya memerlukan waktu 4-5 jam dan melalui rantai dingin, 

ikan dapat diekspor melalui Jakarta. 

PPN Palabuhanratu mempunyai fasilitas pokok sebagai berikut; penahan 

gelombang yang terdiri dari dua bangunan yaitu bagian selatan dermaga lama 

dengan panjang 294 meter, bagian timur dermaga baru dengan panjang 399 meter 

dan bagian barat dermaga baru denggan panjang 50 meter, kolam pelabuhan 

pada dermaga I mempunyai luas tiga hektar dan kolam pelabuhan II mempunyai 

luas dua hektar, dikelilingi oleh dermaga tambat labuh dan dermaga service, 

dengan kedalaman berkisar antar 2-3 meter untuk kolam lama dan 3-4 meter untuk 

kolam baru, dermaga satu sepanjang 500 meter dan 410 meter terdiri dari 

dermaga tambat kapal, dermaga untuk bongkar ikan dan dermaga untuk perbaikan 

perbaikan kapal. Daya tampung dermaga dapat mengakomodir kapal sekitar 159 

buah, dan pantai seluas 6.600 m2 untuk mendaratkan kapal/perahu layar juga 

dapat dipakai tempat perbaikan dan pembuatan perahu ukuran sampai 30 GT. 

3.2 Keadaan Penduduk 

Kecamatan Palabuhanratu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk yang cukup padat, dengan jumlah desa di Kecamatan Palabuhanratu 

ini berjumlah 8 Desa. Jumlah penduduk di Kecamatan Palabuhanratu sampai 

bulan Juli 2015 yaitu sebanyak 104.481 jiwa. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Palabuhanratu Bulan Juli Tahun 2015 

No. 
Desa/ 
Kelurahan 

Jumlah 
Penduduk 

Lahir Mati Datang Pindah 
Jumlah 
Penduduk 
Sekarang 

1 Palabuhan 
Ratu 

33.867 8 3 4 5 33.871 

2 Citepus 11.607 5 1 0 4 11.607 

3 Citarik 22.386 8 2 2 2 22.392 

4 Buniwangi 5.011 5 1 0 1 5.014 

5 Cibodas 8.178 7 1 1 2 8.183 

6 Cikadu 8.803 6 0 0 2 8.806 

7 Tonjong 6.606 6 2 0 1 6.609 

8 Pasirsuren 7.441 4 2 0 2 7.441 

9 Jayanti 6.003 7 3 0 1 6.006 

10 Cimanggu 4.546 1 2 1 0 4.552 

Jumlah 104.448 63 17 8 20 104.481 

Sumber : Data Terpilah tahun 2015 Kecamatan Palabuhanratu 

Berdasarkan data penduduk kecamatan Palabuhanratu Bulan Juli 2015, 

penduduk Kecamatan Palabuhanratu paling tinggi ada di Desa Palabuhanratu, 

dengan jumlah penduduk sebanyak 33.871 jiwa, menyusul Desa Citarik dan Desa 

Citepus masing-masing dengan jumlah penduduk sebanyak 22.392 dan 11.607 

jiwa. Kemudian desa dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Desa 

Cimanggu dengan jumlah penduduk sebanyak 4.552 jiwa, diatasnya ada Desa 

Jayanti dengan jumlah penduduk 6.006 jiwa dan Desa Tonjong dengan penduduk 

sebanyak 6.609 jiwa. 

3.3 Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yang terdapat pada BAB II, Susunan 

Organisasi, Bagian Kedua, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pasal 18, Susunan 

organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri atas: 

1) Seksi Operasional Pelabuhan; 

2) Seksi Kesyahbandaran; 
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3) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; 

4) Subbagian Tata Usaha; dan 

5) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Untuk melaksanakan tugas harian di PPN Palabuhanratu Sukabumi, 

dibawah ini adalah struktur organisasi yang dibentuk untuk memudahkan kerja dan 

tugas harian pegawai  PPN Palabuhanratu Sukabumi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Palabuhanratu 

3.4 Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

3.4.1 Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

“Perikanan tangkap yang berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan” 

3.4.2 Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang 

berkelanjutan 

2) Efisiensi usaha penangkapan ikan 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Abdul Rahman Eka Putra, S.E, M.Si 

Kepala Seksi Tata Operasional 

Tatang Suherman, A.Pi 

Kepala Seksi 

Pengembangan 

Imas Masuriah, S.Pi 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Kepala Seksi Kesyahbandaran 

Handi Wijaya, S.St.Pi, M.Si 

Kepala PPN Palabuhanratu 

Rustadi, A.Pi, M.Si 
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3.5 Fasilitas-fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Palabuhanratu dibuat untuk 

memudahkan dan menunjang kegiatan perikanan PPN Palabuhanratu. Fasilitas-

fasilitas di PPN Palabuhanratu, meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan 

fasilitas penunjang. berikut fasilitas-fasilitas yang terdapat d PPN Palabuhanratu : 

1) Fasilitas Pokok 

Fasilitas pokok yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Palabuhanratu Sukabumi adalah sebagai berikut : 

(1) Kolam pelabuhan 

(2) Break Water 

(3) Kolam Dermaga 1 

(4) Kolam Dermaga 2 

(5) Akses Jalan Dermaga 

2)  Fasilitas Fungsional 

Fasilitas fungsional yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Palabuhanratu Sukabumi adalah sebagai berikut : 

(1) Kantor Pelabuhan 

(2) Kantor Syahbandar 

(3) Satker PSDKP 

(4) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

(5) Sentra Pasar Ikan 

(6) Fasilitas Docking 

(7) Gedung Pengolahan 

(8) Pos Penyuluhan/Perpustakaan 

(9) Truk Crane 

(10) Bangunan Tangki Air 
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(11) Dump Truk Kebersihan 

(12) Truk Pengangkut Air  

(13) Bengkel 

(14) Toilet dan MCK 

(15) Fasilitas Pengisian Bahan Bakar 

(16) Depo Pasar Ikan 

(17) Lapak Pedagang Ikan 

3)  Fasilitas Penunjang 

Fasilitas fungsional yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Palabuhanratu Sukabumi adalah sebagai berikut : 

(1) Guest House 

(2) Lahan Parkir Kantor 

(3) Gudang Alat Berat 

(4) Pabrik ES 

(5) Kantor Pegadaian 

(6) Balai Pertemuan Nelayan 

(7) Pintu Gerbang Pelabuhan 

(8) Pos Kesehatan Nelayan 

(9) Pos Penjagaan Peron 

(10) Tempat Ibadah/ Mushola 

3.6 Jumlah Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004, nelayan adalah orang yang 

pekerjaannya menangkap ikan. Tempat tinggal nelayan tidak jauh dari daerah 

penangkapan ikan (laut) seperti halnya di PPN Palabuhanratu, nelayan yang ada 

di Palabuhanratu berasal dari desa-desa sekitar pelabuhan seperti Desa Citepus, 

Desa Citarik dan sekitarnya. Jumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara 
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Palabuhanratu berdasarkan jumlah alat tangkap yang digunakan pada 

tahun 2014 sebanyak 4.072 nelayan. Berikut ini adalah tabel jumlah nelayan 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu tahun 2014 : 

Tabel 3.  Jumlah Nelayan di PPN Palabuhanratu Tahun 2014 

No. Jenis Alat Tangkap 
Jumlah Kapal 

(unit) 

Jumlah Nelayan/Alat 

Tangkap (orang) 

1. Pancing Ulur 292 492 

2. Jaring Rampus 79 173 

3. Payang 74 774 

4. Dogol 31 60 

5. Bagan Apung - 217 

6. Angkutan Bagan 25 50 

7. Pancing Tonda 148 726 

8. Gillnet/Bubu 4 25 

9. Rawai Tuna  160 1533 

10. Purse Seine 1 22 

Jumlah 814 4072 

 

3.7 Jumlah Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

Perkembangan teknologi penangkapan ikan semakin pesat, sehingga 

mendorong nelayan untuk merubah maupun memodifikasi alat tangkap agar hasil 

tangkapan yang didapat semakin meningkat. Pada tahun 2014 di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Palabuhanratu terdapat alat tangkap gillnet, namun pada 

tahun 2015 alat tangkap tersebut sudah digantikan dengan alat tangkap pancing 

tonda, dikarenakan alat tangkap tersebut menurut nelayan tidak produktif, yang 

mana kapal yang digunakan oleh nelayan gillnet mengeluarkan biaya operasional 

yang tinggi sedangkan hasil tangkapannya tidak sebanding dengan biaya yang 

dikeluarkan, sehingga nelayan gillnet mengganti alat tangkap gillnet menjadi alat 

tangkap pancing tonda.   

Jumlah tiga alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2014 yang paling banyak yaitu pancing 
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ulur sebanyak 292 unit, bagan apung sebanyak 217 unit, dan pancing 

tonda sebanyak 148 unit, untuk lebih jelasnya terdapat di table berikut yaitu  jumlah 

alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2014. 

Tabel 4. Jumlah Alat Tangkap di PPN Palabuhanratu Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Kapal/Perahu 

Perikanan 

Jenis Alat 

Tangkap 

Jumlah Alat 

Tangkap 
Keterangan 

1. Perahu Motor Tempel Pancing Ulur 292 - 

2. Perahu Motor Tempel Jaring Rampus 70 - 

3. Perahu Motor Tempel Payang 73 - 

4. Perahu Motor Tempel Dogol 31 - 

5. Kapal Motor Bagan Apung 217 - 

6. Kapal Motor Angkutan 

Bagan 

25 - 

7. Kapal Motor Payang 1 - 

8. Kapal Motor Pancing Tonda 148 - 

9. Kapal Motor Jaring Rampus 9 11-30 GT 

10. Kapal Motor Gillnet/Bubu 
1 <10 GT 

3 21-30 GT 

11. Kapal Motor Rawai Tuna 

5 11-20 GT 

112 21-30 GT 

24 31-50 GT 

18 51-100 GT 

1 101-200 GT 

12. Kapal Motor Purse Seine 1 11-30 GT 

Jumlah 1.031  
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4. HASIL PRAKTEK KERJA MAGANG 

4.1 Persyaratan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Untuk Kapal 

Perikanan 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 

syahbandar untuk setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan setelah kapal 

memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini 

bersifat wajib dimiliki atau ada oleh setiap kapal yang akan melakukan kegiatan 

penangkapan ikan, karena untuk menjaga jika nantinya dilakukan operasi patroli 

keamanan dan keselamatan laut. Pada dasarnya kegiatan melaut bukanlah 

kegiatan yang tanpa resiko, untuk itu dengan kewajiban memperoleh Surat 

Persetujuan berlayar (SPB) setiap kali berlayar, maka pihak pelabuhan perikanan 

atau syahbandar di pelabuhan perikanan tersebut khususnya dapat melihat dan 

memonitor keberangkatan dan kepulangan kapal sehingga bila ada keterlambatan 

kepulangan kapal bisa menjadi peringatan terhadap keselamatan kapal 

bersangkutan. 

 
    Gambar 2. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 
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Surat Persetujuan Berlayar ini sangat penting untuk pemantauan aspek 

keselamatan nakhoda dan awak buah kapal. Sudah banyak contoh kapal atau 

nelayan yang mendapat hukuman karena tidak memiliki Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB) ketika mereka melakukan kegiatan melaut atau kegiatan 

penangkapan ikan. Karena banyaknya nelayan nakal, yang memutuskan berlayar 

tanpa membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena persyaratannya yang 

terkadang sulit untuk dipenuhi menurut nelayan. Penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar 

terhadap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan yang memastikan bahwa 

kapal, awak kapal dan muatannya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan 

keamanan pelayaran.  

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu adalah 

pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan atau menerbitkan surat persetujuan 

berlayar untuk kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan. Kebanyakan 

pemohon penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PPN Palabuhanratu 

adalah nelayan dengan alat tangkap longline dan pancing tonda. Karena 

persyaratan untuk penerbitan SPB disana adalah untuk kapal dengan ukuran ± 6 

GT, oleh karena itu kapal dengan alat tangkap seperti payang dan pancing ulur 

tidak perlu mengurus SPB. Selain karena ukuran kapal yang kurang dari 6 GT, 

kebanyakan dari alat tangkap tadi melakukan kegiatan penangkapan tidak terlalu 

jauh seperti kapal longline atau pancing tonda, karena kegiatan penangkapannya 

masih disekitar pelabuhan, tepatnya di Teluk Palabuhanratu. Sebelum pemilik 

kapal mengajukan permohonan surat persetujuan berlayar, ada beberapa 

persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 

Persyaratan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar diantaranya ada 

dokumen yang dibawa oleh pemohon dan dokumen yang diisi oleh pemohon atau 

petugas.
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4.1.1 Dokumen Yang Harus Dibawa 

Dalam pengajuan permohonan penerbitan SPB, ada beberapa dokumen 

yang harus dibawa oleh pemohon. Dokumen tersebut adalah surat-surat kapal 

perikanan dan dokumen lainnya yang harus diurus saat akan mengajukan yang 

akan mengajukan penerbitan SPB seperti SLO dan STBLKK Kedatangan. 

Dokumen tersebut harus ada dalam permohonan penerbitan SPB, karenanya jika 

pemohon tidak membawa dokumen diatas, atau kelengkapan dokumen kurang 

maka petugas syahbandar berwenang menunda penerbitan agar pemohon 

melengkapi dokumen yang dibutuhkan. 

1) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis kapal yang harus 

dimiliki oleh pemilik atau perusahaan yang memiliki kapal perikanan yang akan 

melakukan kegiatan penangkapan ikan. Akan tetapi keewajiban memiliki SIPI ini 

tidak berlaku untuk nelayan kecil. SIPI adalah surat kapal yang harus dimiliki dan 

dibawa ketika melaut, biasanya dokumen ini berlaku selama 3 tahun, dengan 

catatan harus melakukan daftar ulang setiap tahun. SIPI merupakan suatu syarat 

utama dalam permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), karena 

apabila kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan tidak mempunyai atau 

dokumen SIPI bermasalah, maka pemohon harus segera menyelesaikan masalah 

tersebut sebelum SPB dditerbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan perikanan. SIPI 

ini merupakan surat yang tidak bisa dilepaskan dari SIUP, surat ini harus dimiliki 

oleh kapal perikanan berbendera Indonesia yang akan melakukan penangkapan 

ikan, baik di perairan Indonesia  dan atau di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI). Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI ini dimiliki oleh perorangan ataupun 

perusahaan. Di PPN Palabuhanratu, pemilik kapal ada yang dimiliki oleh 

perorangan, dan ada juga yang dimiliki oleh perusahaan penangkapan ikan. 
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Gambar 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 

 
2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 

SIUP adalah izin tertulis kapal yang harus dimiliki oleh pemilik yang akan 

melakukan usaha di bidang perikanan, khususnya di bidang penangkapan. 

Dokumen ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh kapal yang akan 

melakukan kegiatan penangkapan. SIUP sama seperti SIPI, harus selalu dibawa 

atau ada diatas kapal ketika kapal akan melakukan kegiatan melaut. Jika ketika 

mengajukan permohonan penerbitan SPB ada masalah dengan dokumen SIUP 

ini, maka pemohon harus segera mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut 

sebelum Syahbandar menyetujui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). 

Surat izin usaha perikanan ini berlaku selama perusahaan tersebut masih 

melakukan usaha perikanan. SIUP Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha 

perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengakutan, pengolahan, dan 

pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib 

memiliki SIUP. SIUP ini dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan, biasanya 



19 
 

surat izin usaha ini tidak berlaku bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. 

Di PPN Palabuhanratu sendiri, pemilik kapal ada yang dimiliki oleh perorangan, 

dan ada juga yang dimiliki oleh perusahaan penangkapan ikan. 

 
  Gambar 4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 

3) Pas Besar atau Pas Kecil 

Pas Besar atau Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan Indonesia yang 

diberikan kepada kapal yang telah terdaftar untuk berlayar di perairan Indonesia. 

Aturan tersebut sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 

163 ayat (1) kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat 

Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. Dengan kata lain, kapal perikanan yang 

memiliki Pas Besar atau Pas Kecil ini berhak berlayar dengan mengibarkan 

bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan. Pas Besar diberikan kepada kapal 

dengan ukuran 7 – 175 GT, sedangkan Pas Kecil diberikan kepada kapal yang 

berukuran < 7 GT. Pas Besar berlaku selama 12 – 15 bulan. Sedangkan Pas Kecil 

setiap tahun harus dilaporkan ke petugas berwenang, disini petugas yang 

berwenang adalah Syahbandar. 
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Gambar 5. Pas Kecil 
 

4) Surat Laik Operasi (SLO) 

Surat Laik Operasi atau SLO adalah surat keterangan yang menyatakan 

bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan 

teknis untuk melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 

tentang Surat Laik Operasi Kapal perikanan. SLO merupakan dokumen yang 

dikeluarkan oleh satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 

(Satker PSDKP). SLO merupakan syarat bagi pemohon yang akan menerbitkan 

SPB, karena dengan adanya SLO maka kapal perikanan tersebut dinyatakan telah 

memenuhi syarat dan laik operasi. Namun apabila pemohon tidak memiliki SLO 

atau kapal perikanan tidak memenuhi persyaratan penerbitan SLO, maka pihak 

Syahbandar tidak diwajibkan untuk menerbitkan SPB. SLO ini diterbitkan oleh 

petugas PSDKP setelah melalui cek teknis dan nautis kapal, serta cek administratif 

dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan SLO. Penerbitan Surat Laik 

Operasi (SLO) untuk kapal perikanan ini merupakan salah satu wujud pelayanan 
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publik yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku.  

 

Gambar 6. Surat Laik Operasi 

5) Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) 

Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) adalah dokumen 

yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Peikanan ketika kapal perikanan 

yang bersangkutan telah selesai melakukan kegiatan penangkapan dan kembali 

ke pelabuhan. Setelah kembali ke pelabuhan, maka nakhoda melapor ke pihak 

Syahbandar bahwa kapal perikanan yang bersangkutan sudah kembali dari 

kegiatan penangkapan ikan sekaligus melaporkan hasil beserta jumlah tangkapan 

setelah kapal melakukan kegiatan bongkat muat ikan. Surat Tanda Bukti Lapor 

Kedatangan Kapal (STBLKK) ini merupakan dokumen yang harus ada dan dibawa 

ketika mengajukan permohonan penerbitan SPB. Pihak Syahbandar nantinya 

akan melihat hasil tangkapan ikan yang dilaporkan pemohon pada lembar 

STBLKK Kedatangan untuk dicatat kembali pada STBLKK Keberangkatan 

sebagai dokumen yang nantinya terbit bersamaan dengan Surat Persetujuan 
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Berlayar (SPB). Namun ada beberapa masalah ketika kapal perikanan kembali ke 

pelabuhan, tetapi nakhoda atau pengurus kapal tidak melapor dan tidak membuat 

Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) ini, sehingga ketika 

pemohon mengajukan penerbitan SPB, maka Syahbandar pun harus kembali 

melihat kapan kapal bersangkutan datang untuk bongkar muat dan apa jenis dan 

hasil tangkapannya. 

 
   Gambar 7. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal 

4.1.2 Dokumen Yang Harus Diisi 

Selain dokumen yang harus dibawa oleh pemohon seperti surat - surat 

kapal, SLO dari PSDKP, dan STBLKK Kedatangan, ada juga persyaratan lain 

sebagai suatu syarat dalam penerbitan SPB. Persyaratan ini biasanya berupa 

surat yang nantinya diisi oleh petugas yang bersangkutan, atau petugas 

syahbandar. 

1) Permohonan Penerbitan SPB 

Permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar (PPSPB) merupakan 

dokumen yang harus diisi oleh pemohon ketika kapal akan melakukan kegiatan 
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penangkapan ikan. Surat ini merupakan syarat awal dalam penerbitan SPB. Di 

dalam surat permohonan penerbitan SPB ini berisi nama kapal, nama pemilik, 

tanda selar, nama nakhoda, jumlah awak kapal, tujuan, alat tangkap yang 

digunakan, muatan yang dibawa dan waktu keberangkatan.  

 
Gambar 8. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan berlayar 

2) Surat Pernyataan Nakhoda 

Surat pernyataan nakhoda adalah surat yang dibuat oleh nakhoda kapal 

perikanan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 

(SPB). Surat ini menyatakan bahwa kapal perikanan bersangkutan telah sesuai 

dan memenuhi syarat seperti jumlah awak kapal yang akan berangkat, muatan 

yang dibawa, kondisi perlengkapan dan alat-alat seperti navigasi, keamanan, 

penolong berfungsi dan dalam keadaan baik, juga surat ini menyatakan rencana 

jam keberangkatan kapal dan fishing ground yang dituju. Dalam surat pernyataan 

nakhoda ini, nakhoda kapal perikanan menyatakan kesiapan kapal perikanan 

bersangkutan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Surat pernyataan 
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nakhoda ini dibuat setelah berkas permohonan penerbitan surat persetujuan 

berlayar disetujui oleh Syahbandar pelabuhan perikanan. 

 
  Gambar 9. Surat Pernyataan Nakhoda 

3) Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK) 

Surat Tanda Bukti lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK Keberangkatan) 

adalah surat yang dikeluarkan Syahbandar untuk kapal perikanan yang akan 

melakukan kegiatan penangkapan ikan. Surat ini merupakan dokumen 

persetujuan dari Syahbandar kepada kapal perikanan ketika akan berangkat 

setelah pemohon yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi persyaratan 

untuk penerbitan SPB. Surat lapor keberangkatan kapal berisi tentang kebutuhan 

logistik seperti kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), oli dan air tawar, jumlah 

umpan (untuk alat tangkap pancing), jumlah es, dan kebutuhan perbekalan 

lainnya, rencana keberangkatan kapal, serta identitas kapal (Nama kapal, pemilik 

kapal, ukuran kapal, isi kotor, merek mesin/besar PK, Jumlah abk, jenis kapal) 

yang dilihat dari dokumen kapal. Surat lapor kedatangan ini juga harus dibawa 
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oleh pemohon ketika mengajukan permohonan SPB ketika kapal akan melakukan 

kegiatan penangkapan lagi. 

 
Gambar 10. Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal 

4) Daftar Anak Buah Kapal 

Daftar anak buah kapal adalah dokumen yang berisi nama – nama ABK 

pada kapal perikanan bersangkutan. Daftar anak buah kapal ini harus sesuai 

dengan jumlah abk yang ada di kapal tersebut, karena untuk mengantisipasi 

adanya penumpang lain, atau penumpang gelap yang diselundupkan oleh kapal 

perikanan juga sebagai antisipasi adanya operasi laut. Selain itu, daftar abk ini 

merupakan dokumen pegangan Syahbandar sebagai salah satu daftar apabila 

kapal atau ABK tersebut mengalami kecelakaan pada waktu melakukan kegiatan 

penangkapan ikan. Pada daftar anak buah kapal ini berisi nama, jabatan di kapal, 

kebangsaan dan juga ijazah yang dimiliki, biasanya untuk kapal perikanan di PPN 

Palabuhanratu ijazah ini hanya dimiliki oleh nakhoda kapal perikanan. Pengisian 

daftar abk ini dilakukan dengan menggunakan mesin tik, dan biasanya pengisian 
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daftar abk ini dilakukan sebelum pengisian lembar surat persetujuan berlayar 

(SPB). 

 
Gambar 11. Daftar Anak Buah Kapal 

4.2 Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sepenuhnya 

dilaksanakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Palabuhanratu. Setiap hari kapal perikanan melakukan kegiatan penangkapan, 

sehingga syahbandar tetap melakukan kegiatan operasional dengan melayani 

penerbitan SPB untuk setiap kapal yang akan melakukan kegiatan 

penangkapan. Di PPN Palabuhanratu sendiri kapal perikanan yang mengurus 

SPB hanya kapal dengan alat tangkap pancing tonda dan longline, karena kapal 

dengan alat tangkap tersebut melakukan operasi penangkapan sampai ke laut 

lepas, sehingga apabila tidak memiliki SPB, dikhawatirkan ada operasi laut 

sehingga kapal perikanan tersebut terkena masalah. Berikut adalah alur proses 

pelayanan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan 

oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu : 
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Gambar 12. Proses Pelayanan dan Penerbitan SPB 

Gambar di atas merupakan alur pelayanan dan penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB). Langkah pertama yang dilakukan jika akan membuat 

SPB adalah pemilik atau nakhoda kapal perikanan yang bersangkutan 

mengajukan permohonan penerbitan SPB ke Syahbandar dengan mengisi form 

Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (PPSPB), form PPSPB berisi 

tentang data-data kapal beserta jadwal jam keberangkatan kapal. Setelah form 

Permohonan Penerbitan SPB selesai dibuat, maka selanjutnya adalah pengisian 

Surat Pernyataan Nakhoda. Surat ini merupakan pernyataan nakhoda kapal 

perikanan yang akan berangkat mengenai jumlah awak kapal, muatan yang 

dibawa dan perlengkapan yang sudah sesuai dengan kondisi di lapang atau di 

atas kapal. Kemudian petugas Syahbandar melihat dokumen muatan, clearance, 

Pemilik / nakhoda kapal 

mengajukan 

permohonan penerbitan 

SPB 

Pemeriksaan Dokumen Pencetakan Daftar Anak 

Buah Kapal 

Pencetakan lembar Surat 

Persetujuan Berlayaar 

(SPB) 

Penerbitan SPB oleh 

Kepala Syahbandar 

Syahbandar Pelabuhan 

Perikanan  
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dan bukti pelunasan kewajiban kapal di pelabuhan perikanan. Dokumen-dokumen 

itu merupakan lampiran yang terdapat pada Permohonan Penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar yang harus ada sebagai suatu syarat dalam penerbitan SPB. 

Selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen kelengkapan kapal oleh petugas 

Syahbandar seperti SIPI/SIKPI, SIUP/IUP, Pas Kecil, Pas Besar, Buku Kesehatan 

dan lainnya. Petugas Syahbandar mempunyai wewenang menunda penerbitan 

SPB apabila ada kekurangan pada dokumen kelengkapan kapal tadi, seperti masa 

berlaku SIPI yang sudah berakhir. Jika hal tersebut terjadi, maka pemohon 

diharuskan segera mengurus dan menyelesaikan kekurangan tersebut agar 

proses penerbitan SPB bisa kembali dilanjutkan. 

 
    Gambar 13. Pengecekan Dokumen Kapal 

Setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan SPB, selanjutnya 

petugas Syahbandar mengecek kelengkapan dokumen pemohon seperti Surat 

Laik Operasional (SLO) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal 

(STBLKK). Surat Laik Operasional (SLO) merupakan surat keterangan yang 

menyatakan bahwa kapal yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan 

administrasi dan teknis untuk melakukan kegitan penangakapan atau 
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pengangkutan ikan. SLO disini didapatkan oleh pemohon di Satuan Kerja 

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Satker PSDKP ini berwenang 

tidak mengeluarkan SLO kepada pemohon apabila ada dokumen yang belum 

dilengkapi. Namun apabila dokumen pemohon sudah lengkap, maka selanjutnya 

petugas dari Satker PSDKP melakukan cek fisik kapal, dengan tujuan memeriksa 

kondisi dan kelengkapan kapal. Jika kondisi dan kelengkapan kapal sudah 

memenuhi syarat, maka Surat laik Operasional (SLO) pun dapat diterbitkan untuk 

selanjutnya dibawa ke Syahbandar pelabuhan Perikanan sebagai salah satu 

syarat dalam penerbitan SPB. Sementara Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan 

Kapal (STBLKK) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah 

kapal kembali ke pelabuhan dari kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan. 

Surat ini didapat ketika nakhoda atau pengurus kapal bersangkutan melapor ke 

Syahbandar bahwasanya kapal tersebut sudah kembali ke pelabuhan utnuk 

melakukan kegiatan selanjutnya di pelabuhan seperti bongkar muat ikan, floating 

ataupun docking. Selain itu, nakhoda atau pengurus harus melaporkan muatan 

kapal seperti hasil tangkapan atau hasil angkutan ikan kepada petugas 

Syahbandar untuk kemudian Surat tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal 

(STBLKK) pun dapat diterbitkan. Kemudian, petugas syahbandar juga mengecek 

kelengkapan dokumen kapal seperti SIPI, SIUP, Pas besar atau Pas kecil, Surat 

Ukur atau Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Sertifikat Kelaikan dan Gross Akte. 

Pengecekan dokumen kapal ini dilakukan dengan melihat masa berlaku surat 

kapal seperti SIPI atau SIUP, dan juga melihat apakah dokumen kapal tersebut 

sudah lengkap sebagai persyaratan penerbitan SPB. Proses pengecekan 

dokumen ini tidak memerlukan waktu lama, apabila dokumen yang dibawa oleh 

pemohon telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk penerbitan SPB. 
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           Gambar 14. Pengecekan Persyaratan SPB 

Dokumen SLO dan STBLKK tadi adalah syarat untuk pengisian Surat 

Tanda Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK Keberangkatan), karena pada saat 

pengisian STBLKK Keberangkatan harus melihat dokumen SLO dan STBLKK 

Kedatangan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai kapal tersebut. 

STBLKK Keberangkatan adalah surat persetujuan keluar bagi kapal perikanan 

yang akan meninggalkan pelabuhan untuk kegiatan penangkapan atau 

pengangkutan ikan. Biasanya dokumen ini berisi tentang data kapal dan muatan 

yang diangkut kapal seperti Es, Air, BBM, Gas, Oli ataupun umpan. Selain itu, 

dokumen ini juga berisi tentang kapan kapal bersangkutan datang atau masuk ke 

pelabuhan dan berapa lama kapal tambat dan labuh, juga STBLKK Keberangkatan 

ini berisi rencana jam keberangkatan dan tujuan keberangkatan kapal. Dokumen 

STBLKK ini biasanya diterbitkan oleh Syahbandar ketika pemohon telah 

menyelesaikan urusan administrasi seperti Permohonan Penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (PPSPB), Surat Pernyataan Nakhoda, dan dokumen lain 

seperti clearance atau kewajiban kapal di pelabuhan, serta kelengkapan dokumen 

kapal seperti SIPI/SIKPI, SIUP/IUP, PAS Besar, PAS kecil dan lainnya, serta 

dokumen sebelum keberangkatan seperti Surat laik Opersional (SLO) dan Surat 
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Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK Kedatangan). Jika dokumen-

dokumen persyaratan tadi sudah lengkap, maka selanjutnya petugas syahbandar 

mencetak surat Daftar Anak Buah Kapal.  

 
          Gambar 15. Penulisan Pemohon SPB 

Dokumen daftar anak buah kapal ini harus sesuai dengan jumlah awak 

kapal yang akan melakukan penangkapan atau pengangkutan dan sesuai dengan 

jumlah dan nama awak yang ada di kapal, karena jika tidak sesuai maka akan 

menjadi masalah ketika ada patroli laut. Daftar anak buah kapal ini bertujuan untuk 

mencegah penyelundupan orang, baik WNI maupun MNA, karena jalur laut 

merupakan jalur yang dituju oleh imigran-imigran gelap dan telah banyak contoh 

kasusnya. Sehingga setiap kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan 

untuk kegiatan penangkapan ikan diwajibkan mengurus dan mempunyai Daftar 

Anak Buah Kapal tadi, guna keselamatan pelayaran dan untuk mencegah hal yang 

tidak diinginkan jika terjadi sesuatu pada kapal perikanan tersebut. Pengisian 

daftar anak buah kapal dilakukan oleh petugas Syahbandar dengan menggunakan 

mesin tik elektronik. Pengisian daftar anak buah kapal sesuai dengan nama ABK 

yang diberikan oleh pemohon. 
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     Gambar 16. Persiapan Penerbitan SPB 

Selanjutnya petugas Syahbandar mencetak Surat Persetujuan Berlayar 

(SPB) yang merupakan syarat utama kapal yang akan melakukan kegiatan 

pelayaran atau penangkapan. Biasanya Surat persetujuan berlayar (SPB) ini berisi 

data kapal perikanan bertolak dari pelabuhan mana, daerah penangkapan yang 

dituju atau pelabuhan yang menjadi tujuan, dan dimana surat ini diterbitkan. Surat 

Persetujuan Berlayar ini mempunyai dasar hukum dan tidak bisa diterbitkan atau 

digunakan dengan sewenang-wenang, selain itu Syahbandar di pelabuhan 

perikanan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar ini. 

 
                Gambar 17. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 
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4.3 Data Permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Berdasarkan rekap buku besar di Syahbandar Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Palabuhanratu pada bulan Juli tahun 2015, dilaporkan data Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan selama Juli 2015 yaitu sebanyak 89 

dokumen SPB. Komposisi paling besar dari jumlah data tersebut adalah kapal-

kapal pancing tonda.  

Tabel 5. Data Permohonan SPB Selama Juli 2015 

NO 

  

JUMLAH SPB YANG DIKELUARKAN 

JUMLAH 
JENIS 

KAPAL 

  PS LL GN PL PT PU ANGKUT 
LAIN 
2 

                      

                      

1 < 10 GT 0 0 0 0 64 0 0 0 64 

2 
10 - 30 
GT 0 10 1 0 0 0 0 0 11 

3 
30 - 60 
GT 0 2 0 0 0 0 1 1 4 

4 
60 - 100 
GT 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

5 > 100 GT 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

  JUMLAH:                 89 

Keterangan : PS = Purse Seine, LL = Longline, GN = Gillnet, PL = Pancing 

Layur, PT = Pancing Tonda, PU = Pancing Ulur 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Juli tahun 2015 

pemohon penerbitan SPB paling banyak adalah kapal Pancing tonda dengan 

ukuran kapal < 10 GT. Karena di PPN Palabuhanratu sendiri nelayan yang 

menggunakan alat tangkap pancing tonda lumayan banyak. Kapal pancing tonda 

ini menangkap ikan selama 5-10 hari, tergantung banyaknya ikan yang 

didapatkan. Semakin banyak ikan yang didapatkan, semakin sebentar juga 

penangkapan ikan yang dilakukan. Oleh karena itu, dengan rincian penangkapan 

(perjalanan berangkat - proses penangkapan - perjalanan pulang), dalam satu 

bulan kapal dengan alat tangkap pancing tonda bisa berlayar sampai 2-3 kali, 
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tergantung modal yang dimiliki oleh pemilik. Lalu selanjutnya adalah kapal 

Longline dengan jenis kapal 10 – 30 GT. Kapal longline sendiri melakukan trip 

selama berbulan-bulan, tergantung hasil tangkapan yang didapatkan. Oleh karena 

itu, dalam sebulan pemohon penerbitan SPB untuk kapal Longline tidak terlalu 

banyak, mengingat lamanya waktu penangkapan di laut. Selain itu, ada juga kapal 

pengangkut. Biasanya kapal ini adalah kapal yang membawa muatan perbekalan 

untuk kapal Longline yang sedang berlayar, dan juga mengangkut hasil tangkapan 

yang didapatkan  untuk segera dibawa ke Pelabuhan Perikanan.  

4.4 Masalah dan Solusi dalam Penerbitan SPB 

4.4.1 Masalah dalam Penerbitan SPB 

Pada prakteknya, masih terdapat banyak masalah atau kendala dalam 

penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN) Palabuhanratu. Masalah yang terjadipun biasanya akibat kurangnya 

kesadaran nelayan atau kurangnya sumberdaya manusia dalam proses 

penerbitan SPB. Beberapa masalah yang terjadi dalam penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Kurangnya kesadaran nelayan akan pentingnya keselamatan di laut    

sehingga terkadang tidak melengkapi dokumen-dokumen kapal.  

2) Masih banyak sekali nelayan pemohon SPB yang kelengkapan kapalnya tidak 

lengkap, seperti peralatan keselamatan contohnya life jacket yang masih 

dianggap tidak terlalu penting. 

3) Nelayan tidak segera melapor saat kapal datang ke pelabuhan, sehingga 

dalam pengurusan SPB petugas harus mengecek ulang tanggal kedatangan 

kapal beserta muatannya. 

4) Kurangnya petugas Syahbandar dalam pelayanan penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) 
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4.4.2 Solusi dalam Penerbitan SPB 

Upaya tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan dalam 

penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sangat diperlukan, karena untuk 

memperlancar dan mempermudah pelayanan penerbitan SPB tadi, maka pihak-

pihak terkait harus bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Solusi 

dalam penerbitan SPB, diantaranya adalah :  

1) Penyuluhan atau sosialisasi secara rutin kepada nelayan pemilik kapal 

mengenai pentingnya SPB. 

2) Penambahan jumlah petugas Syahbandar, agar pada proses pelayanan 

penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tidak mengalami kesulitan dan nelayan 

pemohon tidak menunggu terlalu lama. 

3) Penambahan alat – alat untuk proses pelayanan SPB 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1) Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang bertugas 

sebagai pengawas untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran 

kapal perikanan. Kegiatan operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Palabuhanratu adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar 

(SPB) bagi kapal-kapal perikanan, penerbitan dokumen-dokumen kapal 

perikanan dan penerbitan surat keluar masuk kapal di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Palabuhanratu 

2) Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus dilengkapi 

dengan dokumen kapal seperti SIPI, SIUP, Pas Besar, Pas Kecil dan lainnya 

sebagai persyaratan penerbitan SPB. Selain itu, pemohon juga harus 

mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yang 

dilampirkan juga Surat Pernyataan Nakhoda, Clearence instansi terkait dan 

Bukti Pembayaran Kewajiban di Pelabuhan, SLO dari PSDKP, STBLKK 

Kedatangan dan STBLKK Keberangkatan Sebelumnya. Juga pemohon 

nantinya mendapatkan Daftar Anak Buah Kapal sebagai persyaratan dalam 

penerbitan SPB. 

3) Beberapa masalah dalam Penerbitan SPB diantaranya adalah kapal tidak 

segera melapor ke Syahbandar ketika sudah kembali ke Pelabuhan. 

Dokumen yang kurang lengkap atau bermasalah juga beberapa kali terjadi 

ketika mengajukan permohonan penerbitan SPB, dan petugas yang kurang 

dalam pelayanan penerbitan SPB membuat petugas Syahbandar kewalahan 

dalam melayani permohonan penerbitan SPB. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil praktek kerja magang, petugas Syahbandar dalam 

pelayanan SPB harus ditambah, selain itu juga perlunya penambahan alat-alat 

dalam pelayanan penerbitan SPB agar nelayan pemohon tidak harus menunggu 

lama bila banyak pemohon penerbitan SPB. Juga pembukaan kantor Satu Atap 

yang berada di dermaga masuk pelabuhan harus segera direalisasikan untuk 

memudahkan nelayan melapor jika kapal sudah kembali ke pelabuhan. Sosialisasi 

mengenai pentingnya SPB juga perlu digalakkan kepada nelayan untuk 

keselamatan pelayaran, agar nantinya nelayan mengikuti dan mematuhi semua 

peraturan dalam proses pelayaran. 
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Lampiran 2. Foto Kegiatan 
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Lampiran 3. Persyaratan SPB 
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Surat Laik Operasi 
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Permohonan Penerbitan SPB 



45 
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STBLKK Keberangkatan 
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Lampiran 4. Surat Persetujuan Berlayar 

 

 




